
 

 

 
 

 
BUPATI MALINAU 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU 
 

NOMOR 8 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2018 

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI MALINAU, 
 

Menimbang:  a.  bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 309 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah  dan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta 
berdasarkan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon 

anggaran sementara yang telah disepakati bersama 
antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah adalah sebagai  berikut: 

 
1. Nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten 

Malinau dengan DPRD Kabupaten Malinau Nomor :  

983/522/SETDA/2018 dan Nomor: 170/ 
32/DPRD/VIII/2018  pada tanggal 3 Agustus 2018 

tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018; 

 
2. Nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten 

Malinau dengan DPRD Kabupaten Malinau Nomor : 

982/522/SETDA/2018 dan Nomor: 
170/33/DPRD/VIII/2018 pada tanggal 3 Agustus 

2018 tentang  Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. 

              

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk 

melaksanakan hak dan kewajiban secara efektif, efisien, 
transparan dan bertanggungjawab dalam rangka 
peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan masyarakat telah mendapat  
 

 persetujuan.......... 
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persetujuan Gubernur Kalimantan Utara yang dituangkan 

dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 
188.44/Ev/K. 7 /2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau  

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 
Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Malinau      

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran 
Pendapatan dan  Belanja Daerah Kabupaten Malinau 

Tahun 2017 dan serta Keputusan Gubernur Kalimantan 
Utara Nomor 188.44/Ev/K.14/2018 tanggal  24 September 
2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Malinau tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 

Rancangan Peraturan Bupati Malinau tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 
Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

 
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang  

Pembentukan  Kabupaten   Nunukan, Kabupaten Malinau, 
Kabupaten Kutai  Barat, Kabupaten   Kutai   Timur dan 
Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 

 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

                

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

 
 

         6.  Undang-Undang........... 
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

                 7.  Undang-Undang.........                           
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5239); 
 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 5679); 

   

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

              
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia    Nomor 4574); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia Nomor  4575); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan  
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4576); 

 

          15.  Peraturan Pemerintah........ 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan  Lembaran  

Negara  Republik  Indonesia Nomor 4578); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor  

90,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4659); 

 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010  tentang  
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
106, Tambahan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057); 
           

22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali di 
ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 

2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan 
Jasa;  

                         
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah ( Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 

          24.  Peraturan Pemerintah....... 
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011  

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 

525); 
                        

25. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

 
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Tahun 2015 Nomor 2036); 
 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33  Tahun  2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 
        

28. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Pajak  Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Malinau Tahun 2013 Nomor 11); 
 

29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 
2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Malinau Tahun 2016 Nomor 5); 
 

30. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 

Nomor 11); 
 

31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi 

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Bergerak Langap, 
Rumah Sakit Kelas D Pratama dan Pusat Kesehatan 

Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 
2018 Nomor 2); 

 

32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 

Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. 
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 
3); 

 
 

         33.  Peraturan Daerah........ 
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33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas  Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Malinau Tahun 2018 Nomor 4); 

 
34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten 
Malinau Tahun 2018 Nomor 5); 

 
35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 6); 

 
36. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 40); 

 

37. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 
Nomor 41); 

 
38. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, 
serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten 
Malinau Tahun 2016 Nomor 42); 

 
39. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Malinau Tahun 2016 Nomor 43); 

 
40. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Malinau Tahun 2016 Nomor 44); 

 

41. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau 
Tahun 2016 Nomor 45); 

 
42. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, 
serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten 
Malinau Tahun 2016 Nomor 46); 

 
 

                     43.  Peraturan Bupati.........         
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43. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Malinau 
Tahun 2017 Nomor 75); 

 
44. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 
(Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 50); 

 
45. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 59). 
 

 Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU 

 

dan 
 

BUPATI MALINAU 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2018 
 

Pasal  1 
 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten  Malinau 

Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp 1.434.887.757.958,00 
(berkurang) sejumlah (Rp 23.818.841.296,93) sehingga menjadi                   

Rp 1.411.068.916.661,07 dengan rincian sebagai berikut: 
 
1. Pendapatan Daerah 

 

a. semula   Rp. 1.323.211.574.700,00 
b. bertambah/(berkurang)  Rp.      67.692.826.528,64 

 

jumlah pendapatan  setelah perubahan   Rp. 1.390.904.401.228,64 
 

2. Belanja Daerah 
 

a. semula  Rp.     1.434.887.757.958,00 
b. bertambah/(berkurang)   (Rp.         23.818.841.296,93) 

 

 jumlah belanja setelah perubahan  Rp. 1.411.068.916.661,07 

 surplus/(defisit) setelah perubahan  (Rp.     20.164.515.432,43) 
 
 

          3.  Pembiayaan Daerah....... 
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3. Pembiayaan Daerah:  
 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 
 

1) semula   Rp.    111.676.183.258,00 

2) bertambah/(berkurang)   (Rp.     89.511.667.825,57) 
 

              jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.  22.164.515.432,43 
  

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah:   
 

1) semula  Rp.                        0,00 
2) bertambah/(berkurang) Rp.   2.000.000.000,00 

 

jumlah pengeluaran setelah perubahan  Rp.   2.000.000.000,00 
 

jumlah pembiayaan netto setelah  
perubahan   Rp.   20.164.515.432,43 
 

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun  

berkenaan    Rp.                         0,00 
 

Pasal 2 
 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
 

a. Pendapatan Asli Daerah  
 

1) semula      Rp. 52.607.420.700,00 
2) bertambah/(berkurang)  Rp.   4.580.753.848,64 

 

jumlah pendapatan asli daerah  
setelah perubahan  Rp. 57.188.174.548,64 
 

b. Dana Perimbangan  

 
1) semula      Rp.  1.078.081.603.000,00 
2) bertambah/(berkurang) Rp.       47.193.532.599,00 

 
jumlah dana perimbangan  
setelah perubahan  Rp. 1.125.275.135..599,00 

 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah:  

      
1) semula        Rp.     192.522.551.000,00 
2) bertambah/(berkurang ) Rp.       15.918.540.081,00 

 
jumlah lain-lain pendapatan daerah  

setelah perubahan sejumlah   Rp.   208.441.091.081,00 
 
 

 
             (2)  Pendapatan  Asli...... 
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(2) Pendapatan  Asli Daerah sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis pendapatan : 
 

a. Pajak Daerah 

 
1) semula  Rp.      8.484.699.000,00 
2) berkurang/(bertambah)  Rp.      1.977.620.900,00 

 
jumlah pajak daerah  setelah  

perubahan      Rp.    10.462.319.900,00 
             

b. Retribusi Daerah  

 
1) semula   Rp.      1.177.485.500,00 

2) bertambah/(berkurang) Rp.           60.964.500,00 
 

 jumlah retribusi daerah  setelah  

perubahan    Rp.       1.238.450.000,00 
 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

  
1) semula  Rp.     5.756.333.000,00 

2) bertambah/(berkurang)  Rp.                          0,00 
  

Jumlah setelah Hasil Pengelolaan Daerah yang  

dipisahkan setelah Perubahan Rp.      5.756.333.000,00 
 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah:  
 

1) semula    Rp.  37.188.903.200,00 

2) berkurang/(bertambah) Rp.    2.542.168.448,64 
 

jumlah lain-lain pendapatan asli daerah  

yang sah  setelah perubahan   Rp.   39.731.071.648,64 
 

(3) Dana  perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b 
terdiri  dari  jenis pendapatan: 

 

a. Dana bagi hasil  Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 
 
1) semula  Rp.   150.039.144.000,00 

2) bertambah/(berkurang)  Rp.     47.193.532.599,00 
 

jumlah dana bagi hasil setelah  
perubahan  Rp.  197.232.676.599,00 
 

b. Dana Alokasi Umum sejumlah 
 

1) semula  Rp.  798.139.775.000,00 
2) bertambah/(berkurang)  Rp.                          0,00 

 

jumlah dana alokasi umum setelah  
perubahan   Rp.  798.139.775.000,00 
 

          c.  Dana Alokasi........ 
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c. Dana Alokasi Khusus sejumlah   

     
1) Semula  Rp.      83.980.000.000,00 
2) bertambah/(berkurang)          Rp.                            0,00 

                   
jumlah dana alokasi khusus  

     setelah perubahan   Rp.   83.980.000.000,00 
 

d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik sejumlah 

 
1) semula Rp.       45.922.684.000,00 

2) bertambah/(berkurang) Rp.                             0,00 
 

jumlah dana alokasi khusus 

setelah perubahan   Rp.      45.922.684.000,00 
             

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 
 

a. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 
   

1) semula  Rp.   15.925.805.000,00 

2) bertambah/(berkurang)  Rp.   12.378.662.081,00 
 

jumlah dana bagi hasil dari provinsi    
dan pemerintah daerah lainnya  
setelah perubahan  Rp.  28.304.467.081,00 

 
b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus: 

 

1) semula   Rp.   153.158.746.000,00 
2) bertambah/(berkurang)  Rp.     13.465.878.000,00 

 
jumlah dana penyesuaian dan otonomi  
khusus setelah perubahan   Rp. 166.624.624.000,00 

 
c. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah 

lainnya:  

 
1) semula  Rp.   23.438.000.000,00 

2) bertambah/(berkurang)  (Rp.    9.926.000.000,00) 
 
jumlah bantuan keuangan dari provinsi  

atau dari pemerintah daerah lainnya 
setelah perubahan   Rp. 13.512.000.000,00 

          
 
 

Pasal 3......... 
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Pasal  3 

 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
 

a. Belanja Tidak Langsung  
  

1) semula  Rp.  864.031.074.461,25 

2) bertambah/(berkurang) (Rp.   72.591.764.210,93)  
 

jumlah belanja tidak langsung  
setelah perubahan sejumlah Rp. 791.439.310.250,32 

 

b. Belanja Langsung 
 

1) semula   Rp.  570.856.683.496,75 
2) bertambah/(berkurang)   Rp.     48.772.922.914,00 
 

jumlah belanja langsung setelah  
perubahan Rp.  619.629.606.410,75 
 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis belanja: 

 
a. Belanja Pegawai  
  

1) semula  Rp.   555.858.313.076,25 
2) bertambah/(berkurang)  (Rp.    70.379.141.610,93) 

 
jumlah belanja pegawai setelah  
perubahan  Rp. 485.479.171.465,32 

    
b. Belanja Subsidi  

 

1) semula  Rp.    5.000.000.000,00 
2) bertambah/(berkurang) (Rp    1.026.125.600,00) 

 
jumlah belanja subsidi setelah  
perubahan  Rp. 3.973.874.400,00 

             
c. Belanja hibah sejumlah 
  

1) semula  Rp.    22.854.283.785,00 
2) bertambah/(berkurang) Rp.      6.326.927.000,00 

 
jumlah belanja hibah setelah  
perubahan  Rp. 29.181.210.785,00 

 
d. Belanja Bantuan Sosial Sejumlah 

   
1) semula Rp.     2.049.731.600,00 
2) bertambah/(berkurang)  Rp.                          0,00 

 
jumlah belanja bantuan sosial  
setelah perubahan   Rp. 2.049.731.600,00 

         e.  Belanja bantuan........ 
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e. Belanja bantuan  keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan 

pemerintah desa 
 

1) semula Rp.    276.268.746.000,00 
2) bertambah/(berkurang) (Rp.       5.950.022.000,00)    
 

jumlah belanja bantuan keuangan kepada 
provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah  

desa setelah perubahan  Rp.  270.318.724.000,00 
 

f. Belanja tidak terduga sejumlah  
 

1) semula Rp.    2.000.000.000,00 
2) bertambah/(berkurang) (Rp.   1.563.402.000,00) 

 

jumlah belanja tidak terduga  
setelah perubahan    Rp.  436.598.000,00 

 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

dari jenis belanja: 
 

a. Belanja Pegawai 
 

1) semula Rp.   98.774.717.091,00 
2) bertambah/berkurang) Rp.   14.452.740.000,00 
 

jumlah belanja pegawai setelah  
perubahan  Rp.  113.227.457.091,00 

            
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah: 
  

1) semula Rp.  273.226.481.782,00 

2) bertambah/berkurang) Rp.    50.400.443.895,00 
 

jumlah belanja barang dan jasa  
setelah perubahan sejumlah Rp. 323.626.925.677,00 
 

c. Belanja Modal sejumlah 
 

1) semula Rp.  198.855.484.623,75 
2) bertambah/berkurang) (Rp.   16.080.260.981,00) 

 

 jumlah belanja modal setelah  

     perubahan       Rp.  182.775.223.642,75 
 

Pasal  4 
 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 
 

1) semula Rp.   111.676.183.258,00 

2) bertambah/(berkurang)  (Rp.    89.511.667.825,57) 
 

jumlah penerimaan  setelah  
 perubahan   Rp.  22.164.515.432,43 

   b.  Pengeluaran................ 
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b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

 
1) semula Rp.                           0,00 
2) bertambah/(berkurang)  Rp.       2.000.000.000,00                     

 
jumlah pengeluaran setelah  
perubahan   Rp.  2.000.000.000,00 

 
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 

jenis pembiayaan: 
 

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya   

 
1) semula   Rp.  111.676.183.258,00 

2) bertambah/(berkurang) (Rp.    89.511.667.825,57) 
 

 jumlah SiLPA setelah perubahan   Rp.  22.164.515.432,43 

                                       
b. Penerimaan Piutang Daerah 

 

1) semula Rp.                                    0,00 
2) bertambah/(berkurang) Rp.                                    0,00 

 
jumlah setelah perubahan   Rp.                             0,00 

         

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pembiayaan: 

 
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:  

 

1) semula Rp.                        0,00 
2) bertambah /(berkurang) Rp.    2.000.000.000,00 
 

jumlah setelah perubahan  Rp.   2.000.000.000,00 
 

Pasal 5 
 
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang 
terdiri dari : 

 
1. Lampiran I  Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 
 

2. Lampiran II  Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi SKPD; 

 
3. Lampiran III  Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi SKPD, program, kegiatan, kelompok, jenis, 
obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan 
pembiayaan; 

       4.  Lampiran IV....... 
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4. Lampiran IV  Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan 
kegiatan; 

 

5. Lampiran V  Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk 
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan 
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan 

keuangan negara; 
 

6. Lampiran VI   Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 
 

7. Lampiran VII  Daftar piutang daerah; 

  
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah. 

 
Pasal  6 

 

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Angaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional 
pelaksanaan  Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 
Pasal 7 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Malinau. 
 

Ditetapkan di Malinau 

pada tanggal  3 Oktober 2018. 
 
BUPATI MALINAU, 

 
t.t.d 

 
 
YANSEN TP 

 
 
Diundangkan di Malinau 

pada tanggal 3 Oktober 2018. 
  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, 
 
        

t.t.d 
 

HENDRIS DAMUS 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 8. 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI 
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